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Perbuatan M elawan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak hanya
sering dijadikan sebagai dalil gugatan di pengadilan negeri, akan tetapi juga digunakan di pengadilan agama
sgjak berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama. Namun pada prakteknya, masih sering terjadi kekaburan dalam gugatan perbuatan
melawan hukum di pengadilan agama baik dalam penetapan kewenangan absol utnya maupun dalam
pemenuhan unsur-unsurnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena hukum Islam yang dijadikan
sumber hukum utama di pengadilan agama, belum memiliki perumusan hukum yang jelas terkait konsep
perbuatan melawan hukum perdata. Sehingga dibutuhkan perumusan hukum yang jelasterkait konsep
perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam beserta perbandingannya dengan konsep perbuatan melawan
hukum dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan
konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan antara KUHPerdata dan hukum Islam, mulai
dari konsep dasar, unsur-unsur, hingga pertanggungjawaban ganti ruginya. Metode penelitian yang
digunakan yakni metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan analisis kualitatif menggunakan data
sekunder. Temuan perbandingan dalam penelitian ini dari segi konsep dasar yakni pada KUHPerdata
menggunakan kaidah utamanya pada Pasal 1365, sementara hukum Islam menggunakan kaidah asal al-
dhararu yuzaalu dari uhsul figh dan menggunakan istilah fi’il dharar. Dari segi unsur-unsur, ditemukan
beberapa persamaan dan perbedaan dari keduanya. Serta dari segi pertanggungjawaban ganti ruginya,
keduanya mengatur tentang tanggung jawab atas perbuatan diri sendiri dan atas perbuatan orang lain.
KUHPerdata menggunakan prinsip pertanggungjawaban perdata berbasis hak subyektif berupa ganti rugi,
sedangkan dalam hukum Islam mencakup prinsip ilahiyah yang berbasis kemashlahatan dalam
bermuamalah, yang mana pertanggungjawabannyatidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah
SWT.

...... Tort as stated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code are not only often used as arguments for
lawsuits in district courts, but are also used in religious courts since the enactment of Law Number 3 of 2006
concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. However, in practice,
there is still often ambiguity in lawsuits for tort in the religious courts, both in determining the absolute
authority and in fulfilling its elements. One of the contributing factorsisthat Islamic law, which is used as
the main source of law in religious courts, does not yet have a clear legal formulation regarding the concept
of acts against civil law. So that it is necessary to formulate a clear law regarding the concept of tort in
Islamic law along with its comparison with the concept of tort in the Indonesian Civil Code. Therefore, this
research ams to find out the differences in the concept of tort in the civil context between the Indonesian
Civil Code and Idlamic law, starting from the basic concepts, elements, to accountability for compensation.
The research method used is the juridical-normative legal research method with qualitative analysis using
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secondary data. Comparative findings in this study in terms of basic concepts, that the Indonesian Civil
Code uses the main rulesin Article 1365, while Islamic law uses the original rules of al-dhararu yuzaalu
from uhsul figh and uses the term fi'il dharar. In terms of elements, there are some similarities and
differences between the two. Aswell asin terms of accountability for compensation, both regul ate
responsibility for one's own actions and for the actions of others. The Civil Code uses the principle of
subjective rights-based civil liability in the form of compensation, whereasin Islamic law it includes the
divine principle that is based on benefit in muamalah, where accountability is not only to humans, but also
to Allah SWT.



